BAB Il
KAJIAN TEORITIS

A. Belanja Daerah
1. Pengertian Belanja

Belanja sering juga disebut dengan beban. PP Nomor
71 Tahun 2010 menggunakan istilah beban dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menggunakan
istilah belanja. Berdasarkan defisini PP Nomor 71 Tahun
2010, beban negara adalah kewajiban pemerintah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sementara itu,
definisi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 sebagai berikut: “Belanja adalah kewajiban
pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.”

Berdasarkan ~ kerangka  konseptual  akuntansi
pemerintahan berbasis akrual yang menjadi lampiran dalam
PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat timbulnya

kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya

! Nur Fadhila Amri, Pengertian Belanja Modal, Jenis dan Kriteria

Belanja Modal, https://www.e-akuntansi.com/pengertian-belanja-modal-jenis-dan-
kriteria-belanja-modal/, (diakses pada 10 Juli 2020)
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penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Konsep
tersebut  dijabarkan  dalam  Pernyataan = Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) nomor 2 yang menjelaskan bahwa
belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening
kas umum negara/daerah. Khusus pengeluaran melalui
bendahara, pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
unit yang mempunyai lungsi perbendaharaan. Dalam hal
badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan
layanan umum,
2. Kilasifikasi Belanja®
Klasifikasi ekonomi (jenis belanja) meliputi belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
B. Belanja Modal

1. Pengertian Belanja Modal®

> Nur Fadhila Amri, Pengertian Belanja Modal, Jenis dan Kriteria

Belanja Modal, https://www.e-akuntansi.com/pengertian-belanja-modal-jenis-dan-
kriteria-belanja-modal/, (diakses pada 10 Juli 2020)

* Nur Fadhila Amri, Pengertian Belanja Modal, Jenis dan Kriteria
Belanja Modal, https://www.e-akuntansi.com/pengertian-belanja-modal-jenis-dan-

kriteria-belanja-modal/, (diakses pada 10 Juli 2020)
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Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang
sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang
memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,
termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau
menambah masa manfaat, serta meningkatkan
kapasitas dan kualitas aset.

2. Jenis — jenis Belanja Modal*
a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah
pengeluaran/biaya yang digunakan
untuk pengadaan / pembelian /
pembebasan, penyelesaian, balik nama
dan sewa tanah, pengosongan,
pengurugan, perataan, pematangan

tanah, pembuatan sertifikat, dan

* Nur Fadhila Amri, Pengertian Belanja Modal, Jenis dan Kriteria

Belanja Modal, https://www.e-akuntansi.com/pengertian-belanja-modal-jenis-dan-
kriteria-belanja-modal/, (diakses pada 10 Juli 2020)
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pengeluaran  lainnya  sehubungan
dengan perolehan hak atas tanah dan
sampai tanah dimaksud dalam kondisi

siap pakai.

. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan
mesin adalah pengeluaran / biaya yang
digunakan  untuk  pengadaan /
penambahan/penggantian, dan
peningkatan kapasitas peralatan dan
mesin, serta inventaris kantor yang
memberikan manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan, dan sampai peralatan dan
mesin dimaksud dalam kondisi siap
pakai.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan
bangunan adalah pengeluaran / biaya
yang digunakan untuk pengadaan /
penambahan / penggantian, dan

termasuk pengeluaran untuk
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perencanaan, pengawasan dan
pengelolaan pembangunan gedung dan
bangunan yang menambah kapasitas
sampai  gedung dan  bangunan
dimaksud dalam kondisi siap pakai.
. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan
jaringan adalah pengeluaran / biaya
yang digunakan untuk pengadaan /
penambahan / penggantian /
peningkatan pembangunan / pembuatan
serta  perawatan, dan  termasuk
pengeluaran untuk  perencanaan,
pengawasan dan pengelolaan jalan
irigasi dan jaringan yang menambah
kapasitas sampai jalan irigasi dan
jaringan dimaksud dalam kondisi siap

pakai.
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e.

Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya
adalah pengeluaran / biaya yang
digunakan  untuk  pengadaan /
penambahan  /  penggantian  /
peningkatan pembangunan / pembuatan
serta perawatan terhadap fisik lainnya
yang tidak dapat dikategorikan ke
dalam kriteria belanja modal tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, dan jalan irigasi dan
jaringan. Termasuk dalam belanja ini
adalah belanja modal kontrak sewa
beli, pembelian barang-barang
kesenian, barang purbakala dan barang
untuk museum, hewan ternak dan
tanaman, buku-buku, dan jurnal

ilmiah.\
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3. Kriteria Belanja Modal®

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat
dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka
perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan
Kriteria kapitalisasi aset tetap. Aset tetap mempunyai
ciri-ciri / karakteristik sebagai berikut : berwujud,
akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

Sedangkan ciri-ciri / Kkarakteristik Aset
Lainnya adalah : tidak berwujud, akan menambah aset
pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1
tahun, nilainya relatif material.

Kriteria kapitalisasi aset tetap, diharapkan
entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi

mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset

> Nur Fadhila Amri, Pengertian Belanja Modal, Jenis dan Kriteria

Belanja Modal, https://www.e-akuntansi.com/pengertian-belanja-modal-jenis-dan-
kriteria-belanja-modal/, (diakses pada 10 Juli 2020)



tetap atau aset lainnya (treshold capitalization),
sehingga pejabat / aparat penyusun anggaran dan /
atau penyusun laporan keuangan pemerintah
mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal
baik waktu penganggaran maupun pelaporan
keuangan pemerintah.
C. Pertumbuhan Ekonomi
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Rahardjo, pertumbuhan ekonomi
merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi
untuk mencapai penambahan output, yang diukur
menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam
suatu wilayah.®
Menurut Prof. Simon Kuznets’, pertumbuhan
ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang
dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan
berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh

® Rahardjo Adisasmita, Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan
Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah, Cetakan Pertama, (Graha limu: Yogyakarta,
2013), h. 14.

" Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, (Erlangga:
Jakarta, 2000), h. 44.
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adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian
teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai
keadaan yang ada. Secara singkat, pertumbuhan
ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita
dalam jangka panjang, yang merupakan salah satu
indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu
perekonomian.

Adapun pembangunan ekonomi merupakan
suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus
menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan
perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus
berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir
perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang
(misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan
budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu:
aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan
perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun
informal.2. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi
memiliki arti suatu usaha tindakan aktif yang

dilakukan oleh suatu daerah ataupun negara dalam

® Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (STIE YKPN: Yogyakarta,
1999) h. 12.



rangka meningkatkan pendapatan perkapita yang
berdampak pada kenaikan persentase pertumbuhan
ekonomi daerah ataupun negara tersebut.
2. Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi
haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional
riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-
harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang
diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu
harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat
pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan
PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun.
Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan
ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan
menggunakan rumus berikut®:

__ (PDBRt - PDBRt-1)
o PDBRt-1

Gt x 100%

Ket:
Gy = Pertumbuhan ekonomi periode t

(triwulan/tahunan)

° |skandar Putong, Economics Pengantar Mikro dan Makro, (Jakarta:
Mitra Wacana Media, 2013), h. 412
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PDBR; = Produk Domestik Bruto periode t
(berdasarkan harga

konstan)
PDBR:1 = Produk Domestik Bruto periode

sebelumnya

. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi yang dimaksud
yaitu:

a. Teori Jumlah Penduduk Optimal
(Optimal Population Theory)

Teori ini dikembangkan oleh

Kaum Klasik. Menurut teori ini, dalam

pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi

The Law of Deminishing Return

(TLDR), vyaitu tidak semua peduduk

dapat dilibatkan dalam proses produksi

sebagai tenaga kerja. Pada saat output

perekonomian sudah mencapai titik

maksimal, penambahan tenaga kerja



justru akan  menurunkan  output
perekonomian.*®

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik (Neo
Classic Growth Theory)

Teori ini merupakan
pengembangan dari teori  klasik
sebelumnya. Fokus pembahasan Neo
Klasik lebih ditekankan pada akumulasi
stok barang modal dan keterkaitannya
dengan keputusan masyarakat untuk
menabung atau melakukan investasi.
Asumsi-asumsi yang mendasari teori
Neo Klasik terdiri dari:

1). Teknologi dianggap
konstan

2). Tingkat depresiasi
dianggap konstan

3). Tidak ada perdagangan

luar negeri

19 pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro Suatu
Pengantar, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Ul, 2008), h.139
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4). Tidak ada pengeluaran
pemerintah
5). Pertambahan

penduduk/tenaga kerja

dianggap tetap

6). Seluruh penduduk
dianggap bekerja,
artinya jumlah
penduduk = jumlah

tenaga kerja
Dengan asumsi-asumsi tersebut,
Neo Klasik menyimpulkan bahwa
faktor penentu pertumbuhan ekonomi
hanya terletak pada variabel stok
barang modal (K) dan tenaga Kerja
(L).ll
c. Teori Pertumbuhan Endojenus
(Endogenous Growth Theory)
Teori ini dikembangkan oleh

Romer. la menyoroti bahwa kelemahan

1 Zaini Ibrahim, Pengantar Ekonomi Makro, (Serang: Koperasi Syariah
Bakara, 2013), h.84
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teori Klasik dan Neo Kilasik terletak
pada asumsi yang menganggap
teknologi dalam  kondisi  konstan
teknologi dianggap sebagai faktor
eksogen. Konsekuensi dari asumsi ini
adalah perekonomian ekonomi yang
lebih dahulu maju, dalam jangka
panjang akan terkejar oleh
perekonomian yang lebih berkembang,
selama tingkat pertambahan penduduk,
tabungan dan akses terhadap teknologi
adalah sama. Berdasarkan penjelasan
tersebut, maka perekonomian Asia
Timur (kecuali Jepang) dan Asia
Tenggara dapat menyamai
perekonomian Barat. Tetapi faktanya
tidak demikian. TLDR di
perekonomian Barat dan Jepang tidak
terjadi, sehingga perekonomian Asia
Timur dan Asia Tenggara makin

tertinggal. Menurut Romer
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ketertinggalan ini disebabkan kemajuan
kemajuan  teknologi yang justru
menghasilkan Increasing Return to
Scale (IRS), yaitu peningkatan skala
produksi yang mengakibatkan biaya
rata-rata produksi menurun.*?

d. Teori Schumpeter

Berpandangan bahwa
pertumbuhan ekonomi sangat
ditentukan oleh kemampuan
kewirausahawan. Sebab para

pengusahalah yang mempunyai
kemampuan dan keberanian dalam
menciptakan  inovasi-inovasi  baru.
Termasuk dalam inovasi  adalah
penyusunan tahap produksi serta
masalah organisasi manajemen, agar
produk yang dihasilkan diterima pasar.

Menurut Schumpeter, kemajuan

perekonomian  kapitalis  disebabkan

12 Zaini Ibrahim, Pengantar Ekonomi Makro, ...,h.85.
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diberinya keleluasaan untuk para
inovator.  Sayangnya, keleluasaan
tersebut  cenderung  memunculkan
monopoli kekuatan pasar. Monopoli
inilah yang memunculkan masalah-
masalah non ekonomi, terutama sosial
politik, yang pada akhirnya dapat
menghancurkan sistem kapitalis itu
sendiri.
Teori Harrod-Domar

Harrod dan Domar berbeda
Negara, Inggris dan Amerika. Harrod
mensyaratkan ~ pertumbuhan  yang
terjamin (warranted of Growth) yaitu
pertumbuhan  pendapatan  haruslah
melaju dengan kecepatan setara dengan
kecenderungan menabung dikalikan
dengan produktivitas modal, sedangkan
menurut Domar syarat pertumbuhan
mantap (Steady of Growth)

pertumbuhan investasi haruslah melaju
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dengan kecepatan yang sama dengan
kecenderungan menabung dan
produktivitas modal. Jadi kedua
ekonom ini pada dasarnya sama-sama
mensyaratkan bahwa agar pertumbuhan
ekonomi dapat berjalan dengan mantap
dan terjamin maka pertumbuhan
investasi  haruslah sama dengan
pertumbuhan pendapatan nasional yang
melaju dengan kecepatan sama dengan
nilai MPS dikalikan dengan 1/COR."
4. Faktor Pertumbuhan Ekonomi

a. Modal Manusia (Sumber Daya
Manusia = SDM)

Dari segi jumlahnya, semakin
banyak tenaga kerja yang digunakan
dala proses produksi akan semakin
tinggi pula produksi dari kegiatan
tersebut. Namun hal ini tidak berlaku

sepenuhnya  karena ada  hukum

13 |skandar Putong, Economics Pengantar Mikro dan Makro, ...h. 416



pertambahan hasil yang semakin
berkurang (law of diminishing return),
sehingga jika penggunaan tenaga kerja
ditambah terus sedangkan faktor
produksi lainnya tetap, maka jumlah
produksi lainnya tetap, maka jumlah
produk total yang dihasilkan oleh
tenaga kerja tersebut akan berkurang

dan produk marginal tenaga kerja

tambahan menjadi negatif.**
b. Sumber alam
Faktor utama yang

mempengaruhi  perkembangan suatu
perekonomian adalah sumber kekayaan
alam atau lahan. Dalam dan bagi
pertumbuhan  ekonomi, tersedianya
sumber alam secara  melimpah
merupakan hal yang penting. Suatu

Negara yang kekurangan sumber daya

4 M.Suparmoko dan Eleonora Sofilda, Pengantar Ekonomi Makro Edisi
5, (Tangerang: Wacana Mulia, 2014), h.219
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alam tidak akan dapat membangun
dengan cepat.
Akumulasi modal

Pebentukan modal merupakan
kunci utama pertumbuhan ekonomi. Di
satu pihak ia mencerminkan permintaan
efektif dan di pihak lain ia menciptakan
efisiensi produktif bagi produksi di
masa depan. Proses pembentukan
modal menghasilkan kenaikan output
nasional  dalam  berbagai  cara.
Pembentukan modal diperlukan untuk
memenuhi permintaan penduduk yang
meningkat di Negara itu. Pembentukan
modal ini pula yang membawa kearah
kemajuan teknologi.
. Organisasi

Organisasi merupakan bagian
penting dari proses pertumbuhan.
Dalam pertumbuhan ekonomi modern,

para wiraswastawan tampil sebagai
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organisator dan mengambil risiko
diantara ketidakpastian.
e. Kemajuan teknologi
Perubahan teknologi dianggap
sebagai faktor paling penting didalam
proses pertumbuhan ekonomi.
Perubahan pada teknologi akan
menaikan pada produktifitas buruh,
modal dan factor produksi lain.
f. Pembagian kerja dan skala produksi
Spesialisasi dan  pembagian
kerja ~ menimbulkan peningkatan
produktivitas. Keduanya membawa ke
arah ekonomi produksi skala besar
yang selanjutnya membantu
perkembangan industri. *°
Michael P. Todaro dalam bukunya pun

menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor atau

 Didin S Damanhuri dan Muhammad Findi, masalah dan kebijakan:
Pembangunan Ekonomi Indonesia, (Bogor: IPB Press, 2014), h.56-58.



41

komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi,
yakni:*°

a. Akumulasi modal, termasuk semua
investasi baru dalam tanah, peralatan
fisik dan sumber daya manusia melalui
perbaikan di  bidang  kesehatan,
pendidikan dan keterampilan kerja.

b. Pertumbuhan penduduk, dan yang pada
akhirnya menyebabkan pertumbuhan
angkatan kerja.

c. Kemajuan teknologi—yang secara luas
diterjemahkan sebagai cara baru untuk
menyelesaikan pekerjaan.

5. Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah
Beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak
ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah adalah sebagai berikut:'’

a. Ketidakseimbangan Pendapatan

16 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan Jilid I,
(Jakarta: Erlangga, 2006), h.118.
Rahardjo Adisasmita, Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah
Pertumbuhan, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014), h. 91.
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Dalam keadaan yang ideal, di mana
pendapatan dengan mutlak
didistribusikan secara adil, 80 persen
populasi terbawah akan menerima 80
persen dari total pendapatan, sedangkan
20 persen populasi teratas menerima 20
persen total pendapatan. Menurut
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
susunan  pengelompokan  penduduk
dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi
terendah, 40 persen populasi sedang,
dan 20 persen populasi teratas. Indikator
ketidakseimbangan pendapatan dapat
diterapkan untuk menilai keberhasilan
pembangunan  ekonomi di  suatu
wilayah.

Perubahan Struktur Perekonomian
Dalam  masyarakat yang  maju,
pembangunan ekonomi yang
dilaksanakan  akan  mengakibatkan

perubahan  struktur  perekonomian,
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dimana terjadi kecendrungan bahwa
kontribusi  (peran) sektor petanian
terhadap nilai PDRB akan menurun,
sedangkan kontribusi sektor industri
akan  meningkat.  Sektor industri
memiliki peranan sangat penting dalam
pembangunan nasional dan regional,
sektor industri dapat menyediakan
lapangan kerja yang luas, memberikan
peningkatan pendapatan kepada
masyarakat, menghasilkan devisa yang
dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu,
perekonomian suatu wilayah harus di
orientasikan selain sektor pertanian,
tetapi harus pula diorientasikan kepada
sektor industri.

Pertumbuhan Kesempatan Kerja
Masalah ketenagakerjaan dan
kesempatan kerja merupakan salah satu
masalah yang stategis dan sangat

mendesak dalam pembangunan di
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Indonesia. Penduduk Indonesia yang
berjumlah lebih dari 240 juta jiwa,
tingkat pengangguran cukup tinggi dan
cenderung bertambah luas akibat krisis
finansial Negara-negara di dunia. Untuk
mengatasi krisis ekonomi yang sangat
luas tersebut, diperlukan peranan
pemerintah. Salah satu langkah strategis
yang ditempuh adalah pembangunan
prasarana (misalnya jalan).
Pembangunan jalan yang menjangkau
ke seluruh kantong-kantong produksi,
akan mendorong peningkatan produksi
berbagai komoditas sektor pertanian
dalam arti luas (meliputi tanaman
pangan, perkebunan, perikanan,
peternakan, dan kehutanan) serta
barang-barang hasil industri.
Pembangunan prasarana dan sarana
transportasi akan menunjang

berkambangnya berbagai kegiatan di
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sektor-sektor lainnya (pertanian,
perdagangan, industri, pariwisata dan
lainnya).

Tingkat dan Penyebaran Kemudahan
Dalam hal ini “kemudahan” diartikan
sebagai kemudahan bagi masyarakat
dalam memenuhi kebutuhannya, baik
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
(seperti  sandang, pangan, papan,
memperoleh pelayanan pendidikan dan
kesehatan, kesempatan = melakukan
ibadah, rekreasi dan sebagainya),
maupun pemenuhan kebutuhan untuk
dapat melakukan kegiatan usaha
misalnya mendapatkan bahan baku,
bahan penolong, suku cadang, listrik, air
bersih, dan jasa-jasa seperti jasa
angkutan, pemasaran, perbankan dan
lainnya).

Produk Domestik Regional Bruto
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Salah satu konsep yang sangat penting
dalam pembangunan ekonomi regional
(wilayah) adalah  konsep  Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB).
PDRB merupakan ukuran prestasi
(keberhasilan) ekonomi dari seluruh
kegiatan ekonomi. Salah satu indikator
untuk melihat pertumbuhan ekonomi di
suatu wilayah adalah dengan
menggunakan data Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB).

Menurut definisi, PDRB adalah jumlah
seluruh nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di
suatu wilayah (regional) tertentu dalam
waktu tertentu tanpa melihat faktor
kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah diperoleh dari kenaikan
PDRB atas dasar harga konstan yang
mencerminkan  kenaikan  produksi

barang dan jasa dari tahun ke tahun.



47

6. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi
Simon Kuznets menyebutkan 6 karakteristik atau ciri
proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di
hampir semua negara maju, antara lain sebagai
berikut:*®
a. Tingkat pertumbuhan output perkapita dan
pertumbuhan pendudukyang tinggi.
b. Tingkat kenaikan total produktifitas faktor
yang tinggi.
c. Tingkat transformasi struktural yang tinggi.
d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang
tinggi
e. Adanya kecenderungan negara yang mulai atau
yang sudah maju perekonomiannya untuk
berusaha merambah bagian-bagian dunia
lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber
bahan baku yang baru.
f. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan
ekonomi yang hanya mencapai sekitar

sepertiga bagian penduduk dunia.

'8 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, (Jakarta:
Erlangga, 2000), h. 144,



D. Perekonomian Dalam Islam
1. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Beberapa pemahaman pokok mengenai
pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif
Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan
ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang
dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan
persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan
minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam
menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis
yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi
kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi
persoalan kahidupan manusia.

Penekanan disini bahwa pertumbuhan ekonomi
telah ada dalam wacana pemikiran muslim klasik,

:5519

yang dibahas didalam “pemakmuran bumi”™ yang

merupakan pemahaman dari firman Allah SWT:

% Nurul Huda dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana,
2008), h.124.



Artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara
mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku,
sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan
selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi
(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena
itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah
kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat
(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-
Nya) ”.(Q.S Hud: 61)*°

Terminologi “pemakmuran tanah”
mengandung pemahaman tentang pertumbuhan
ekonomi, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi
Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir:
“hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran tanah
dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi

pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat

20 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya
(Surabaya: Duta IImu Surabaya, 2005), h.306



dioptimalkan dengan pemakmuran tanah. Barang

siapa memungut pajak tanpa memperhatikan tanah,

Negara tersebut akan hancur.”

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif
Islam

Dalam Islam pertumbuhan  ekonomi
mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan
ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan
konsisten serta ketekunan untuk melepasakan segala
nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal
tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan
pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang
disesuaikan dengan prinsip syariah.

Sama halnya dengan konsep konvensional,
dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada
beberapa  faktor yang akan  mempengaruhi
pertumbuhan itu sendiri, Faktor-faktor tersebut

adalah:*

a. Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik

%1 Said Saad Marthon, Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Globall,
(Zikrul Hakim: Jakarta, 2004), h. 142,



51

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi
diperlukan adanya kondisi yang kondusif.
Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam
pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami,
untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi
diperlukan sebuah peraturan dan undang-undang
yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur
masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam
beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat
membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.
. Tingginya Kegiatan Investasi

Dalam kegiatan ekonomi kegiatan produksi
harus tetap berjalan, dengan cara memberdayakan
sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam
masyarakat, sehingga diperlukan investasi.
Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan
membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi
ataupun peralatan dan mesin produksi serta sarana
transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan

investasi, sektor produksi akan lebih bergairah,
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sehingga pendapatan masyarakat akan lebih
meningkat sebagai efek domino.
Konsep harta dalam ekonomi islam, sebenarnya
mendorong seseorang untuk melakukan investasi.
Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang
menjadi perhatian dalam syari’ahzz, yaitu:
1). Melarang royalitas konsumsi, dan menjaga
keseimbangan dalam berkonsumsi.
2). Mendorong seseorang untuk bekerja dan
menjadikannya sebagai ibadah.
3). Menjauhkan diri dari meminta-minta atau
bergabung pada orang lain.
4). Melarang tindakan penimbunan (ikhtiar) dan
ribawi.
5). Mewajibkan membayar zakat dan membagi
warisan.
Kesemuanya itu merupakan upaya yang
mengarah pada investasi dalam peningkatan
pendapatan masyarakat.

c. Efesiensi produksi

22 Said Saad Marthon, Ekonomi Islam..., h. 143.
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Teknologi merupakan faktor utama bagi
kemajuan  kehidupan ekonomi dan sosial
masyarakat, terlebih dalam penggunaan produksi.
Schumpeter menyatakan, inovasi (penemuan
teknologi baru) merupakan inti pertumbuhan
ekonomi, dan kemajuan teknologi akan
mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, yang
pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan
masyarakat.

. Urgensi pasar

Pasar merupakan elemen penting dalam
kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi yang
kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa
adanya pasar. Permasalahan mendasar dalam
ekonomi yang sedang dialami negara-negara
berkembang adalah, segmentasi pasar Yyang
dimiliki sebagai wahana supply produk yang
dihasilkan. Market share yang dimiliki sangat
kecil, sehingga biaya produksi yang dibutuhkan
sangat besar. Dampaknya harga produk yang

ditawarkan tidak kompetitif. Selain itu, terdapat
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beberapa peraturan perdagangan internasional
yang menyudutkan bagi langkah negara-negara
berkembang. Ada beberapa kebijakan yang
menyebabkan produk-produk negara berkembang
tidak kompetitif dengan negara-negara maju.
Dengan adanya market share yang relativ sempit,
akan mematikan kegiatan investasi, yang pada
akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang
berdampak pada nilai PDRB. Untuk mengatasi hal
tersebut, negara-negara berkembang bisa bekerja
sama untuk menciptakan sebuah mekanisme pasar
pada kawasan tertentu guna menggairahkan
produksi dan pertumbuhan ekonomi.?

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi
bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan
harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang
berlandaskan dengan Al-Qur’an dan Sunnah.
Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan
konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.

23 Said Saad Marthon, Ekonomi Islam..., h. 144.



